
BUPATI ACEH BESAR
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 68
TAHUN 2018 TBNTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATBN ACBH BESAR
TAHUN ANGGARAN 2018

BI SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang : a.

BUPATI ACEH BESAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018, dan
memperhatikan perkembangan dalam pelaksanaan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018,
terdapat kegiatan yang mendesak untuk
dilaksanakan sesuai surat Kepala Dinas Pertanahan
Kabupaten Aceh Besar Nomor: 9AO 124612018 tanggal
23 November 2018 perihal Mohon Pergeseran untuk
Penghasilan Bagi PNS Yang Berdomisili di Kota
Jantho dan surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar Nomor:
9001767 l2ol8 tanggal 26 November 2018 perihal:
Pengiriman Pergeseran Perubahan APBK T.A 2018,
sehingga perlu diubah Peraturan Bupati Aceh Besar
Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Besar Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan
operasionai pelaksana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 68 Tahun 2Ol8
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran
2018;

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor lO92l;

Mengingat: 1.

b.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi
Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L999 Nomor 172, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa2ll;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2A06 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a633);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 2lO, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40281;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5781;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOG
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6la\

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OIO tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2072 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2Ol4 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2O14 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 586a);

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Al8 Nomor 33);
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2OOO tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2otl Nomor
310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2Atl tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2Ol8 tentang Perubahan Ketiga Atas
Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor a65);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2AI7 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 825);

22.Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2A06
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Besar Tahun 20A6 Nomor 03, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);

23. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten
Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);

24. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2Ol7
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun
2Ol7 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh
Besar Nomor 58);

25. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2Ol8 Nomor
2l;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Merubah Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.
1.757.856.328.700,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp.
117.216.647.122,I2 sehingga menjadi Rp. 1.875.O72.975.822, 12 dengan
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp.1.662.846.328.70O,00

b. Bertambahl(berkurang) Rp. 1.193...998.800.00

Iumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.664.040.327.500

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp.1.757.856.328.7O0,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 117.216.647.722.L2

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.7.875,=O72.975.8?2.12

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (21L.O32.648.322,12)

3' Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 100.010.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rv 116.O22.6a8322.r2

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 2 76.O32.648.322,L2

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 5.0OO.OOO.OO0,0O

2) Bertambahl(berkurang) Rp. 0.OO

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 5.0OO.O0O.OOO.O0

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 2LL.32.6a8322.L2

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp o,oo

Pasa:2.......... ,y N



(1)

-6-

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini dengan lampiran
perubahan tercantum secara tersendiri yang merinci item perubahan
pada Perangkat Daerah yang meliputi Dinas Pertanahan Kabupaten
Aceh Besar dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Aceh Besar.

Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 26 llqvember 2018 M

18 Rabiul Awal l44A H

(2)

ACEH

MAWARDI ALI

-"TP

Diundangkan
pada tanggal

di Kota Jantho
26 November 2018 M
18 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BBSAR/P

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATBN ACEH BESAR TAHUN 2078 NOMOR 75


